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BAB [V

PENUTUP

1. Keslmpulan
Berdasarkan hakhal yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahuly,
maka dapat diambil sualu Kesimpulan, bahwa.

a Perdagangan lerhadap satwa liar baik yang dilindungi maupun yang
lidak dilindungi ternyata masih terus berlapjul, dan peraturan
perundang-undangan yang seharusnya memberikan perlindungan
terhadap satwa yang bersangkutan, beium cukup efeklif untuk
memberikan perlindungan.

b Demikian pula dalam hal penanganan kasus dipengadilan, meskipun
{elah ada wupaya unluk menyerel pelaku kejahalan maupun
pelanggaran ke pengadilan, ternyala pengadilan belum cukup keras
untuk menlatuhkan sanksi terhadap pelaku yang bersangkulan,
terbukti dengan adanya beberapa kasus yang ditangani, memperoleh
sanksi yang ringan, bahkan tidak sedikit yang diputus babas.

¢ Kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan ierhadap praklek
perdagangan, penyelundupan dan usaha pemunahan satwa langka
adalah adanya sikap dari masyarakat yang cenderung memperlihatkan
kelidakpedulian terhadap pelestarian salwa dengan berupaya

memperoleh salwa yang dilindungl dengan melanggar hukum.
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Sedangkan dari pihak pemerintah, kendalanya adalah Kurang atau
lemahnya kontrol dari petugas PHPA dan BKSDA.

d Satwa yang merupakan unsur yang bersifal mullak dan tidak dapat
diganti dalam pembentukan lingkungan hidup, dalam pemanfaatannya
selalu dipegang prinsip menghindari bahaya kepunahan atau
menghindari penurunan potensi pertumbuhan populasi satwa.

Untuk kepemilikan satwa yang dilindungi UU oleh perorangan, telah
dikeluarkan Kepuluysan Menteri Kehutanan No. 301/Kpis-11/1981,
Sedangkan untuk periindungan lerhadap salwa, juga telah dikeluarkan
dua buah PP yaitu PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawelan Jenis
Tumbuhan Dan Satwa dan PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan

Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

2. Saran

a Unluk dapat dicapai upaya maksimal terhadap pencegahan praktek
perdagangan, penyelundupan dan perdagangan salwa liar bak yang
dilindungi maupun yang tidak dilindungi, maka periu dilaksanakannya
secara legas perundang-undangan yang secara nyala memberikan
perlindungan terhadap keberadaan satwa yang dilindungi.
duga diharapkan dilakukannya Idenlifikasi dari jenis species yang
dilindungt dari tiap daerah dan melindunginya dengan Perda sehingga

ttap pelanggar dapat dikenai sanksi,




b Diadakan upaya peningkalan pengelahuan dan pemahaman pada
para penegak hukum lerhadap penerapan ketentuan pidana dan
perdata dibidang konservasi hayati, sehingga para pelaku dapal dijeral
dan dapal dikenakan sanksi semaksimal mungkin tanpa ada
kesempatan untuk menyimpanginya dan dapat dengan mudah lepas
dari jeral hukum.

¢ Untuk mengatasi permasalahan ketidakpedulian masyarakal mengenai
perlindungan lerhadap salwa tangka maka dapat dilakukan sualu
kontrol dan pembinaan yang rulin lerhadap masyarakat terutama
terhadap para pedagang dan pemburuy salwa tersebul. Juga periu
diadakannya sualu peningkalan kegialan kampanye tentang
pelestarian satwa liar ferulama yang dilindungi kepada semua lapisan
masyarakal,

d Agar pelaksanaan konirol terhadap perdagangan satwa liar ocleh
petugas PHPA, dan juga kontrel terhadap peredaran satwa liar ditiap-
tiap propinsi oleh petugas KSDA dapal dicapai secara oplimal, maka
diperiukan keterlibatan dari lembaga yang independen seperti hainya
Lembaga Swadaya Masyarakal (LSM) khususnya yang bergerak
dibidang perlindungan terhadap salwa. Hal ini disebabkan LSM yang
bergerak dibidang petlindungan terhadap salwa mempunyai tingkat
kepedulian yang tinggi terhadap kelangsungan hidup salwa-satwa
tersebut sehingga keterfibatan LSM nantinya dapat iebih memberikan

jaminan terhadap terlaksananya kontrol secara oplimal.




